BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 2% TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK

Menimbang :

Mengingat

DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN
BUPATI BANYUMAS,

bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah
Pemerintah Kabupaten Banyumas yang digunakan untuk
menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi
OPD yang bersangkutan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah, pada pokoknya
menyatakan penetapan penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan oleh Pihak Lain dilakukan dengan
Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Penggunaan Barang Milik
Daerah Kabupaten Banyumas Untuk Dioperasikan Oleh
Pihak Lain;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri
E);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor
62);

MEMUTUSKAN :

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk
Dioperasikan oleh Pihak Lain, dengan rincian Pengguna
Barang, objek, pihak lain yang mengoperasikan dan jangka
waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini.

Kewajiban Pihak Lain yang mengoperasikan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara
lain memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang
dioperasikan.

Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU meliputi menindaklanjuti penggunaan
Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
dengan perjanjian dan melakukan pengawasan serta
pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang
dioperasikan oleh pihak lain.

Keputusan Bupati ini dapat ditarik kembali dalam hal Barang
Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
akan digunakan kembali untuk penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Purwokerto
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